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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 48 TAHUN 2021
TENTANG

KONSESI DAN KERJA SAMA BENTUK LAINNYA ANTARA PENYELENGGARA

Menimbang

Mengingat

PELABUHAN DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN
DI BIDANG KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (5),
Pasal 60 ayat (5), dan Pasal 226 ayat (4) Peraturan Pemerintah
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang
Pelayaran, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan
tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara
Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di

Bidang Kepelabuhanan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5731);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KONSESI DAN KERJA SAMA BENTUK LAINNYA ANTARA
PENYELENGGARA PELABUHAN DENGAN BADAN USAHA
PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang
kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas
kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan

keamanan  berlayar, perpindahan  intra-dan/atau
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antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan
dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai
tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar
muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal
yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan
keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan
serta sebagai tempat perpindahan intra-dan/atau
antarmoda transportasi.

Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan
atau Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Otoritas Pelabuhan adalah lembaga Pemerintah di
Pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi
pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan
Kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.
Rencana Induk Pelabuhan Nasional yang selanjutnya
disingkat RIPN adalah pengaturan ruang Kepelabuhanan
nasional yang memuat tentang kebijakan pelabuhan,
rencana lokasi dan hierarki pelabuhan secara nasional
yang merupakan pedoman dalam penetapan lokasi,
pembangunan, pengoperasian, dan pengembangan
pelabuhan.

Rencana Induk Pelabuhan yang selanjutnya disingkat RIP
adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan
rencana tata guna tanah dan perairan di daerah
lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan
pelabuhan.

Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas
kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat,
tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun
penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.
Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan

kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri
sesuai dengan usaha pokoknya.

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya
disingkat TUKS adalah Terminal yang terletak di dalam
daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan
kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari
pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai
dengan usaha pokoknya.

Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disebut DLKr
adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan
atau Terminal Khusus yang digunakan secara langsung
untuk kegiatan pelabuhan.

Daerah Lingkungan Kepentingan yang disebut DLKp
adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja
perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin
keselamatan pelayaran.

Wilayah Tertentu di Perairan yang Berfungsi sebagai
Pelabuhan adalah wilayah perairan yang digunakan
untuk kegiatan berlabuh, kegiatan lay up, menunggu
untuk bersandar di Pelabuhan, menunggu muatan, alih
muat antar kapal, pencucian kapal, pencampuran bahan,
pengisian minyak atau air bersih, perbaikan kecil kapal,
dan kegiatan Pelayaran lainnya.

Wilayah Tertentu di Daratan yang Berfungsi sebagai
Pelabuhan adalah wilayah daratan yang digunakan
untuk  konsolidasi muatan, penumpukan atau
pergudangan, serta fungsi kepelabuhanan lain yang
terkait bongkat muat barang.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.

Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha yang
kegiatan usahanya khusus di bidang pengusahaan

Terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
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Badan Usaha adalah badan wusaha swasta yang
berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, dan koperasi.

Konsesi adalah pemberian hak oleh Penyelenggara
Pelabuhan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk
melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan
jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu
tertentu dan kompensasi tertentu.

Pendapatan Konsesi adalah pendapatan yang diterima
oleh Penyelenggara Pelabuhan akibat pemberian hak
yang diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan untuk
melakukan kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan
jasa Kepelabuhanan tertentu dalam jangka waktu
tertentu.

Kerja Sama Bentuk Lainnya adalah kerja sama antara
Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha
Pelabuhan dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan
selain berupa Konsesi antara lain berupa Kerja Sama
Pemanfaatan, Persewaan, Kontrak Manajemen, dan Kerja
Sama Operasi.

Kerja Sama adalah kerja sama antara Penyelenggara
Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan, badan
usaha lainnya atau orang perorangan warga negara
Indonesia dalam jangka waktu tertentu.

Kerja Sama Pemanfaatan adalah pengoperasian Barang
Milik Negara berupa fasilitas pokok dan fasilitas
penunjang pelabuhan oleh Badan Usaha Pelabuhan
dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan
lainnya.

Perjanjian Konsesi adalah perjanjian tertulis antara
Penyelenggara  Pelabuhan dengan Badan Usaha
Pelabuhan dalam kegiatan pengusahaan di pelabuhan
yang dikonsesikan.

Dukungan Pemerintah adalah dukungan yang diberikan
oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan/atau

Menteri Keuangan sesuai kewenangan masing-masing
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